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ABSTRAK

ANDES HULFAREZA. 2017/17230001 : “Analisis Benturan Kepentingan antar
Peladang di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci”

Peladang pendatang dan peladang setempat di Desa Tamiai Kecamatan
Batang Merangin Kabupaten Kerinci memiliki masalah terkait dengan hak
penggarapan lahan, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan isi surat perjanjian awal
sehingga menimbulkan konflik perebutan lahan antara kedua kelompok
masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepentingan dan
kebutuhan kedua kelompok masyarakat yang berkonflik, serta apa saja kekuatan
positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi penyelesaian konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan
teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi
dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa kepentingan dan kebutuhan
kedua pihak yang berkonflik. Kepentingan: (1) perlindungan terhadap hak
masyarakat adat, (2) mempertahankan tanah ulayat sebagai identitas persekutuan,
(3) memperjelas status tanah, (4) mendapatkan ganti rugi, dan (5) mendapat
legalitas lahan. Kebutuhan: (1) mendapatkan sumber ekonomi, dan (2)
mempertahankan sumber ekonomi. Kekuatan positif: (1) adanya inisiasi
pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik, dan (2) adanya bukti tertulis
tentang izin pembukaan lahan. Kekuatan negatif: (1) pihak adat berperan sebagai
provokator, (2) sikap Camat Batang Merangin yang tidak netral, (3) naiknya nilai
lahan, (4) ketidakjelasan hukum terkait status tanah, (5) komunikasi yang tidak
baik, dan (6) perbedaan etos kerja. Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian,
peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci agar segera
memperjelas status hukum atas lahan perladangan yang sedang diperebutkan oleh
pihak yang berkonflik.

Kata kunci: benturan, kepentingan, kebutuhan, peladang, konflik lahan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pertanian merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat
dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, khususnya bagi
masyarakat perdesaan yang umumnya berprofesi sebagai petani. Seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di sektor
pertanian, membuat lahan pertanian menjadi terbatas. Keadaan ini menimbulkan
berbagai upaya dan tindakan masyarakat untuk mewujudkan kepentingan dan
memenuhi kebutuhannya atas lahan pertanian meskipun harus bertentangan
dengan masyarakat lain yang bisa berujung dengan sengketa atau konflik. Hal ini
sejalan dengan pendapat (Susi, 2017) yang menyatakan bahwa konflik terjadi
karena setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda
sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya akan menimbulkan konflik.

Konflik agraria merupakan permasalahan yang sangat urgen di Indonesia,
berdasarkan informasi yang dimuat pada laman portal resmi organisasi
Konsorsium Pembaruan Agraria (https://kpa.or.id) tercatat bahwa sepanjang tahun
2017 telah terjadi 659 konflik agraria di Indonesia, jumlah ini meningkat 50
persen dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan data yang dirilis KPA, Provinsi
Jambi menempati urutan ke-5 sebagai provinsi yang paling banyak mengalami
konflik agraria, yakni sebanyak 26 kasus, salah satunya adalah konflik perebutan
lahan di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci yang

telah berlansung dari tahun 2016 hingga sekarang.



Konflik ini merupakan konflik antara dua kelompok peladang di Desa
Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, yaitu kelompok
peladang setempat dengan kelompok peladang pendatang yang memperebutan
sumber daya alam (SDA) berupa lahan pertanian seluas £ 260 hektar. Peladang
adalah sebutan untuk orang yang mengolah lahan perkebunan di Kabupaten
Kerinci. Peladang pendatang adalah peladang yang berasal dari luar daerah
Kecamatan Batang Merangin sedangkan peladang setempat adalah peladang yang
berdomisili/penduduk setempat di Kecamatan Batang Merangin.

Peladang pendatang mulai masuk ke Kecamatan Batang Merangin sejak
tahun 1979, berdasarkan surat keterangan tentang asal mula peladang pendatang
masuk ke wilayah Kecamatan Batang Merangin, adalah dalam rangka
meningkatkan hasil pertanian untuk kepentingan masyarakat dalam mensukseskan
Pelita 111 (1 April 1974 s/d 31 Maret 1979) sesuai dengan anjuran Pemerintah
Daerah Tingkat Il Kerinci (sekarang disebut Pemerintah Daerah Kabupaten
Kerinci), untuk mencapai masyarakat adil dan makmur maka dilaksanakanlah
pembukaan areal perladangan baru/persawahan baru di daerah Tamiai/sekitarnya.
Mempedomani hal tersebut maka 30 Orang peladang pendatang yang diketui oleh
Bapak Kabri datang ke Kecamatan Batang Merangin menemui kaum adat
setempat untuk mendapat arah ajun dari kaum adat setempat setelah mendapat
persetujuan maka peladang pendatang harus tunduk pada adat yang berlaku
mengisi cupak penuh, gantang melilih artinya bila seseorang atau suatu keluarga
yang ingin masuk menjadi warga desa atau negeri harus membayar meh angus

atau uang adat sesuai dengan yang telah ditentukan.



Kaum adat setempat pun memberi arah ajun (mengarahkan) peladang
pendatang, rimba mana yang boleh di tempati. Rimba yang masih ditumbubhi
kayu-kayu besar ditebang menggunakan kapak kemudian peladang pendatang
mengolahnya menjadi lahan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian.
Lokasi lahan peladang pendatang ditempuh dalam perjalanan + 1 - 2 jam dari
pemukiman penduduk setempat sementara peladang setempat mengolah lahan
perkebunan yang dekat-dekat dengan pemukiman penduduk atau tempat yang
strategis saja. Sebelum munculnya konflik, peladang pendatang dan peladang
setempat hubungan mereka harmonis-harmonis saja berdampingan dengan rukun.

Dengan etos kerja yang tinggi serta kegigihan peladang pendatang untuk
menghidupi keluarganya perjalanan jauh yang harus ditempuh bukan menjadi
rintangan. Kehidupan keras yang dijalani bahkan dulunya jadi bahan cibiran
peladang setempat yang memandang peladang pendatang sebelah mata. Karena
mereka beranggapan lahan yang digarap peladang pendatang tidak begitu bernilai,
melihat kulit manis dan kopi dengan harga jual yang tidak begitu stabil dan masa
tanam yang lama makanya mereka tidak begitu tertarik dengan lahan garapan
peladang pendatang. Sekarang keadaan pun berubah derastis karena harga jual
kulit manis di Kerinci mengalami kenaikan secara signifikan setelah mendapatkan
hak paten dari Kemenkumham. Tentunya ini membawa keuntungan besar bagi
peladang pendatang dan banyak diantara mereka yang bisa naik haji dari hasil
panen kulit manis.

Seiring dengan hal tersebut jumlah peladang pendatang di Kecamatan

Batang Merangin pun terus bertambah, yang awalnya 30 Orang sekarang sudah



mencapai £300 Orang. Berdasarkan pendataan Pemdes Tamiai tahun 2016 luas
lahan yang digarap oleh peladang pendatang telah mencapai 260 hektar. Hal ini
tentu menimbulkan kecemburuan sosial dari peladang setempat yang kemudian
menjadi akar konflik antara kedua kelompok masyarakat tersebut.

Setelah munculnya kecemburuan sosial dari peladang setempat, mulailah
terjadi disintegrasi sosial, ketenangan peladang pendatang pun mulai terusik, entah
berawal darimana dan siapa yang menjadi provokator dibaliknya, peladang
diresahkan dengan munculnya tindakan pencurian, penjarahan, penyerobotan dan
pembakaran rumah ladang yang dilakukan oleh oknum peladang setempat..
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang peladang pendatang
(Darusman, 56 tahun) pada saat melakukan observasi awal tanggal 19 April 2018
beliau menyatakan bahwa:

“Ya, saya juga mengalami korban pencurian kulit manis, pencuriannya
bisa dikatakan terang-terangan, padahal saat itu saya berada di ladang,
karena saya tahu kondisi perladangan peladang pendatang sekarang
sudah tidak aman, saya pun mulai menebang pohon kulit manis untuk
menghindari kejadian yang tidak saya inginkan. Tapi hal yang saya
khawatirkan malah benar-benar terjadi pada saya. Baru sehari saya
mulai menebang pohon kulit manis, saya hanya mampu menebang 5
(lima) batang karena saya sendirian menebangnya yang besar
batangnya selingkaran tangan orang dewasa. Siang ini saya menebang
kulit manis , pagi esoknya saya melihat pohon kulit manis saya sudah
banyak yang ditebang melebihi dari jumlah yang saya tebang sendiri.
Mereka melakukan pencurian dimalam harinya”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi lahan perladangan
peladang pendatang sudah tidak aman lagi, mereka diganggu oleh orang-orang

yang tidak bertanggungjawab. Bahkan kerugian ini bukan dialami oleh 2-3 orang

peladang pendatang saja, tetapi hampir semua lahan perladangan peladang



pendatang yang berada di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci
diganggu oleh peladang setempat.

Perlakuan kesewenang-wenangan ini terus terjadi 5 tahun terakhir sampai
sekarang. Resah dengan tindakan ini perwakilan dari pihak peladang pendatang
pun berupaya menyelesaikan konflik ini dengan mendatangi pihak peladang
setempat untuk duduk berunding. Peladang setempat mengatakan bahwa peladang
pendatang yang berada di Kecamatan Batang Merangin tidak memberikan
sumbangan untuk pembangunan negeri. Setelah tahu kesalahan, wakil dari pihak
peladang pendatang pun memungut uang dan pemungutan ini terus dilakukan
sebanyak 3 kali untuk mengisi cupak penuh gantang melilih pada desa setempat.
Tetapi niat baik ini mendapat penolakan, dengan alasan menunggu keputusan
masyarakat setempat rapat akbar dulu. Di samping itu, peladang pendatang terus
berupaya menyelesaikannya dengan meminta bantuan dari Pemerintah Kecamatan
Batang Merangin tetap saja tidak membuahkan hasil.

Dampak konflik ini diawali dengan keluarkannya surat edaran atas nama
kaum adat pihak peladang setempat yang ditanda tangani Camat Batang Merangin
berupa surat pemberitahuan kepada peladang pendatang bagi yang tidak memiliki
dokumen bukti kepemilikan lahan yang sah maka harus meninggalkan area
perladangannya. Selanjutnya, ratusan masa peladang setempat melakukan aksi
penyisiran ke lokasi lahan perladangan para peladang pendatang untuk
memberikan tanda merah menggunakan cat pylok pada rumah peladang

pendatang yang tidak dapat menunjukkan dokumen bukti kepemilikan lahan, dan



menyampaikan peringatan agar meninggalkan lahan tersebut selambat-lambatnya
dalam waktu 3 bulan.

Namun dampak paling parah dari konflik ini terjadi pada tanggal 20 Maret
2017, yaitu bentrokan antara masa peladang pendatang dengan masyarakat
peladang setempat di depan kantor Camat Kecamatan Batang Merangin.
Bentrokan ini berawal dari kedatangan +300 orang masa dari peladang setempat
yang berboncengan menggunakan ratusan sepeda motor untuk melakukan aksi
protes kepada Camat Batang Merangin yang telah menandatangani surat edaran
tersebut, lalu tanpa diduga ada salah seorang oknum peladang pendatang yang
melempari kaca jendela kantor camat, hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat
setempat dan melakukan penyerangan terhadap masa peladang pendatang
sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan 4 (empat) orang korban luka
dan £72 (tujuh puluh dua) unit sepeda motor milik peladang pendatang hangus
dibakar (https://infojambi.com).

Berdasarkan keterangan Bapak Edi Surya selaku Staf Bupati Kerinci, ada
beberapa upaya yang sudah ditempuh dalam penyelesaian konflik ini, 1)
Musyawarah (negotiation) antara peladang pendatang dengan tokoh adat desa
setempat, namun pihak adat setempat tidak sepakat dengan solusi yang
disampaikan oleh peladang pendatang. 2) Mediasi Camat Batang Merangin,
namun tidak ditemukan solusi yang adil karena camat cenderung lebih memihak
kelompok peladang setempat. 3) Focus Group Discussion (FGD), dilakukan
dalam 3 tahap , masing-masing pada tanggal 24, 27 dan 30 Januari 2017 yang

bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kerinci. Namun belum juga



menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. 4) Musyawarah peladang
dengan lembaga adat masing-masing yang menghasilkan kesepakatan untuk
kembali melakukan mediasi. 5) Mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci,
yakni DPRD dan Bupati Kabupaten Kerinci pada tanggal 22, 23 dan 25 Maret
2017.

Namun dari kelima upaya penyelesaian yang sudah dilakukan baik
ditingkat lembaga adat, pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, belum
ada kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, karena masih ada beberapa
kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang belum terpenuhi, seperti
pembayaran uang adat dan ganti rugi atas kerugian peladang pendatang pasca
bentrok.

Jika hal ini tidak segera dituntaskan maka dikhawatirkan akan terjadi
konflik lanjutan yang bisa menimbulkan lebih banyak korban dan kerugian.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan sebuah
penelitian untuk menganalisis kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak.
Kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang berkonflik sangat penting
untuk dianalisis, sebab diperlukan untuk mencari titik kesamaan antara kedua
belah pihak, sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya
(Fisher & others, 2000).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan
kepentingan dan kebutuhan dalam pemanfaatan lahan menjadi sumber pecahnya
konflik. Menurut (Riswanda, 2017) konflik lahan terjadi karena ada beberapa

kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan atas lahan



tersebut. Kepentingan adalah apa yang sebenarnya mereka inginkan, sedangkan
kebutuhan adalah apa yang harus mereka miliki (Fisher & others, 2000).

Kemudian (Kurniawan, dkk., 2013) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang
memiliki kepentingan dan kebutuhan atas lahan biasanya adalah masyarakat
(perorangan/kelompok), pemerintah, dan perusahaan (swasta). Namun karena
fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kepentingan dan kebutuhan
peladang setempat dan peladang pendatang, maka yang dilihat adalah bentuk-
bentuk kepentingan dan kebutuhan dari pihak masyarakat. Adapun bentuk-bentuk
kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konflik lahan dapat dijelaskan
sebagai berikut;

Kepentingan: menurut (Wahyu & Kiptiah, 2016) kepentingan masyarakat
dalam konflik lahan adalah mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang
seimbang dari pihak yang mengambil alih fungsi lahan. Seperti yang dituliskan
(Ngadimin & Kusmanto, 2018) yaitu memperoleh hak redistribusi tanah-tanah eks
HGU. Semantara itu (Asikin, 2013) mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan
perlindungan hukum dan hak masyarakat adat. Sama dengan temuan
(Munauwarah, 2016) yaitu perlindungan hukum, keadilan, dan pemberdayaan
masyarakat sekitar.

Kepentingan masyarakat adat terhadap tanah ulayat adalah untuk
mempertahankan hak pengelolaan tanah ulayat dan menjaga identitas persekutuan
(Ratna & Ningrum, 2014). Sementara itu (Susi, 2010) menjelaskan bahwa dalam
mempertahankan batas-batas tanah ulayat masyarakat adat selama ini hanya

berpedoman kepada perjanjian lisan, namun seiring dengan perubahan struktur



alam dan perkembangan pemukiman penduduk hal tersebut menjadi tidak efektif
lagi, untuk itu masyarakat memerlukan kejelasan batas-batas tanah secara tertulis
dan legal. Hal yang sama juga disampaikan (Haykal, Karimah, & Wibowo, 2012),
yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat agraris menginginkan
legalitas hak serta kejelasan batas-batas tanah.

Kebutuhan: menurut (Ambarasti, 2016) kebutuhan masyarakat terhadap
lahan adalah sebagai sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan
kesejahteraan. Hal yang sama juga disampaikan (Alting, 2011) yaitu sebagai
sumber kehidupan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Kemudian (Lah, 2014) juga menuliskan pada masyarakat adat tanah merupakan
nafas kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Sementara itu menurut (Nurdin, 2015) tanah adalah
sumber ekonomi bagi masyarakat agraris. Tidak jauh berbeda dengan tulisan (A.
W. Ratna, 2014) dan (Welda Ningsih, 2013) yaitu untuk memperoleh keuntungan
pribadi.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang
menjadi kepentingan masyarakat dalam konflik lahan secara umum adalah
mendapatkan ganti rugi, menjaga identitas persekutuan, perlindungan hukum
terhadap hak masyarakat adat, dan legalitas lahan. Sedangkan yang menjadi
kebutuhan mereka adalah sebagai sember ekonomi (mata pencaharian).

Namun dari beberapa penelitian tersebut, kepentingan dan kebutuhan para
pihak yang berkonflik hanya diidentifikasi sampai tahap musyawarah saja, belum

ada penelitan yang menganalisis secara mendalam terkait kepentingan dan



10

kebutuhan kedua belah pihak yang berkonflik. Berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis secara
mendalam terkait kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, dan apa saja
kekuatan positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi penyelesaian konflik.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk
menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik perebutan
lahan di Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.
Berdasarkan hal tersebut, maka saya berkeinginan untuk merumuskan sebuah
penelitian yang berjudul “Analisis Benturan Kepentingan antar Peladang di

Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.”

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diidentifikasi beberapa
masalah sebagai berikut:

1. Adanya pelanggaran kesepakatan awal dari pihak peladang setempat.

2. Timbulnya kecemburuan sosial peladang setempat akibat meningkatnya nilai
ekonomi lahan peladang pendatang.

3. Adanya dugaan tindakan pencurian dan menyerobotan lahan yang dilakukan
peladang setempat.

4. Komunikasi yang tidak baik antara peladang setempat dan peladang pendatang
menyebabkan kedua belah pihak tidak saling memahami kepentingan dan
kebutuhan masing-masing.

5. Adanya sikap tidak netral dari pihak mediator yang menangani penyelesaian

konflik.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dapat dirumuskan
sebagai berikut:

1. Apakah kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang
pendatang dalam konflik lahan di Desa Tamiai?

2. Apa saja kekuatan positif dan kekuatan negatif yang mempengaruhi
penyelesaian konflik lahan di Desa Tamiai?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan dan kebutuhan peladang setempat dan peladang
pendatang dalam konflik lahan di Desa Tamiai agar dapat menemukan titik
kesamaan antara kedua belah pihak sebelum menentukan langkah selanjutnya.

2. Untuk mengetahui apa saja kekuatan positif (pendukung penyelesaian konflik)
yang perlu ditingkatkan dan apa saja kekuatan negatif (penghalang
penyelesaian konflik) yang harus dikurangi dalam konflik lahan di Desa
Tamiai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya untuk mata kuliah pada prodi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yakni mata kuliah Pengantar

Sosiologi dan Sosiologi Politik.
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2. Manfaat Praktis

a.

Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan
mendapat gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Magister
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang.

Bagi masyarakat dan pihak yang berkoflik, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan penjelasan dan pengalaman sebagai sebuah pembelajaran
masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik lanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang berguna sebagai acuan untuk menentukan
langkah selanjutnya dalam menangani konflik lahan antara peladang
pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin

Kabupaten Kerinci.



BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kepentingan dan kebutuhan peladalang setempat dan peladang pendatang
dalam konflik lahan di Desa Tamiai adalah: Kepentingan: (1) perlindungan
terhadap hak masyarakat adat, (2) mempertahankan tanah ulayat sebagai
identitas persekutuan, (3) memperjelas status tanah, (4) mendapatkan ganti rugi
pasca bentrok, dan (5) mendapat legalitas lahan. Kebutuhan: (1) mendapatkan
sumber ekonomi, dan (2) mempertahankan sumber ekonomi. Terdapat
persamaan kepentingan dan kebutuhan antara kedua kelompok peladang yang
berkonflik, dari aspek kepentingan terdapat satu hal yang sama, yaitu sama-
sama menginginkan kejelasan status tanah (legalitas lahan). Sedangkan dari
aspek kebutuhan terhadap lahan mereka sama-sama ingin mendapatkan dan
mempertahankan lahan tersebut sebagai sumber ekonomi (mata pencaharian).

2. Kekuatan positif yang harus dikuatkan dalam kinflik ini adalah: (1) adanya
inisiasi pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik, dan (2) adanya
bukti tertulis tentang izin pembukaan lahan. Sedangkan kekuatan negatif yang
harus dilemahkan adalah: (1) pihak adat berperan sebagai provokator, (2) sikap
Camat Batang Merangin yang lebih memihak kepada peladang setempat, (3)
naiknya nilai lahan, (4) ketidak jelasan hukum terkait status tanah, (5)

komunikasi yang tidak baik, dan (6) perbedaan etos kerja.
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B. Implikasi

1. Penerapan nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan pengetahuan multikultural
kepada para generasi muda melalui guru PPKn di sekolah yang berada di
Kabupaten Kerinci khususnya di Kecamatan Batang Merangin.

2. Masyarakat setempat diharapkan lebih mengedepankan keadilan dan
perdamaian melalui musyawarah dibandingkan dengan tindakan kekerasan.

3. Peladang pendatang diharapkan agar berbaur dengan masyarakat setempat,
melakukan interaksi yang positif, menjalin komunikasi yang baik, serta
menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah
masyarakat.

4. Pemerintah sebagai mediator harus lebih adil dan menjaga netralitas dalam
upaya penyelesaian konflik.

C. Saran
Berdasarkan simpulan dan implikasi dari penelitian ini, penulis
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Kepada pihak Pemerintahan Kabupaten Kerinci bidang terkait agar
melakukan survei ke lokasi lahan perladangan peladang pendatang di Desa
Tamiai Kacamatan Batang Merangin dan melakukan pendataan terkait jumlah
peladang dan berapa luas lahan yang digarapnya. Selanjutnya agar segera
menetapkan Peraturan Daerah terkait hak pengelolaan dan status lahan di

lokasi tersebut.
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2. Masyarakat Peladang Setempat
Kepada masyarakat peladang setempat agar mengundang para
peladang setempat untuk melakukan musyawarah secara adat, sampaikan
semua hal yang menjadi kepentingan dan kebutuhan secara terus terang kepada
para peladang pendatang dan cari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
3. Masyarakat Peladang Pendatang
Kepada masyarakat peladang pendatang agar menemui Kepala Desa
Tamiai dan Ketua Adat Depati Muara Langkap untuk menyampaikan
permitaan maaf dan meminta izin kembali untuk masuk ke desa tersebut serta
bersedia mematuhi ketentuan adat setempat dan ikut menyumbang bagi
pembangunan Desa Tamiai seperti kata pepatah “dimana bumi dipijak disitu
langit dijunjung”.
4. Peneliti Selanjutnya
Kepada peneliti selanjutnya agar lebih memfokuskan masalah
penelitian terhadat peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepentingan
dan kebutuhan para peladang dalam konflik di Desa Tamiai, dan hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi.
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